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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan produk kebudayaan manusia. Kegiatan
pendidikan dilakukan dalam upaya mempertahankan dan melanjutkan hidup
dan kehidupan manusia.* Menyadari akan hal tersebut maka diperlukan sistem
pendidikan yang baik. Oleh sebab itu pendidikan perlu dilembagagakan.? untuk
menciptakan lembaga pendidikan yang baik diperlukan sumberdaya manusia
yang memadai. Tentu dengan adanya sistem pendidikan baik dan sumberdaya
manusia yang memadai diaharapkan muncul generasi bangsa yang berkualitas
dan mampu membawa perubahan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

Berbicara lembaga* ‘pendidikan “‘tentu-“tidak “bisa dipisahkan dari
sumberdaya manusia yang ada didalamnya. Salah satu diantaranya adalah
tenaga pendidik, dimana tenaga pendidik merupakan unsur aktif dalam
lembaga pendidikan, artinya sumber daya manusia tenaga pendidik menjadi hal
penting dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi lembaga

pendidikan. Maka diperlukan tenaga pendidik yang berkualitas. Hal demikian

! Imam Macali dan Ara Hidayat, Managemen: Teori dan Praktek Pengelolaan
Sekolah/Madrasah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016), him. 179.

2 Secara Umum Pendidikan Sesungguhnya Dapat Dipahami Dalam Dua Pengertian,
Pertama, Secara Luas Tidak Terbatas, Kedua, Secara Sempit Terbatas. Pengertian Pendidikan
Secara Luas Adalah Hidup. Pendidikan Adalah Segala Pengalaman Belajar Yang Berlangsung
Dalam Segala Lingkungan Dan Sepanjang Hidup. Pendidikan Secara Sempit Adalah
Persekolahan. Pendidikan Adalah Pengajaran yang Diselenggarakan di Sekolah Sebagai Lembaga
Pendidikan Formal. Lihat Imam Macali Dan Ara Hidayat, Managemen: Teori Dan Praktek
Pengelolaan Sekolah/Madrasah Di Indonesia, him. 25-26.



juga diungkapakan oleh Mulyasa bahwa pengelolaan sumberdaya manusia
(pendidik dan tenaga kependidikan) yang berkualitas diharapkan dapat
mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki agar mampu mendukung
terbentuknya pendidikan yang berualitas.®

Menurut UU No. 20 tahun 2003 pasal 39 ayat 2 tentang Sisdiknas,
pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan
melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan
pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.* Menurut
Ahmad Tafsir bahwa tugas seorang guru dalam sebuah lembaga pendidikan
tidak hanya mengajarkan pengetahuan akan tetapi juga mendidik nilai yang
mencakup seluruh aspek pendidikan, baik kognitif, afektif maupun
psikomotorik peserta didik.” Artinya tenaga pendidik atau guru mempunyai
tugas yang sangat urgen dalam lembaga‘pendidikan ‘untuk menentukan kualitas
output peserta didik.

Selain itu menurut peraturan bersama lima menteri tentang penataan
dan pemerataan guru PNS yang dimaksud guru adalah pendidik profesional
dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,

menilai dan mengevaluasi peserta didik pada tingkat anak usia dini jalur

¥ Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep Strategi dan Implementasi, (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2002), him. 3.

* Imam Macali dan Ara Hidayat, Managemen: Teori dan Praktek Pengelolaan
Sekolah/Madrasah di Indonesia, him. 467.

> Ahmad Tafsir, llmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
1992), him. 75.



pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah.® Lebih lanjut Nurfuadi
mengatakan bahwa tugas seorang guru pertama, menguasai bahan pengajaran,
kedua, melaksanakan program belajar-mengajar, ketiga, melaksanakan,
memimpin, dan mengelola proses belajar — mengajar, keempat, menilai hasil
kegiatan belajar mengajar.’

Berhubungan dengan urgensi tugas tenaga pendidik di dalam lembaga
pendidikan, bahwa tugas yang digariskan oleh undang-undang di atas
khususnya untuk tenaga pendidik di satuan pendidikan sekolah, jelas bahwa
ujung dari pelaksaan tugas tenaga pendidik adalah terjadinya suatu proses
pembelajaran yang berhasil, artinya guru menjadi tenaga pendidik yang
sekaligus mengajarkan pengetahuan, akan tetapi juga mendidik nilai yang
mencakup seluruh aspek pendidikan, Oleh sebab itu, tenaga pendidik dalam
proses pendidikan memegang peranan penting yang harus dimanajemen
dengan baik dan benar. Manajemen‘yang baik ‘dan‘benar akan dapat mencapai
tujuan pendidikan yang telah direncanakan.

Mengingat pentingnya tugas tenaga pendidik atau guru dalam proses
pendidikan, Menurut Aisy Ilfiyah pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan
tentang guru. Upaya tersebut tertuang dalam SKB (surat keputusan bersama)
atau Perber (peraturan bersama) 5 Menteri ditetapkan pada tanggal 3 Oktober
tahun 2011. Latar belakang kebijakan ini adalah adanya kesenjangan
ketersediaan guru di berbagai sekolah di seluruh pelosok Indonesia. Kebijakan

ini mengatur kewenangan dan tugas masing-masing jenjang pemerintahan

® Petunjuk Teknis Peraturan Bersama Lima Menteri, him. 5.
” Nurfuadi, profesionalisme guru, (Purwokerto: STAIN Press, 2012), him. 127.



dalam PPG (pendidikan profesi guru). Dua inti kebijakan PPG ini yakni,
perhitungan kebutuhan guru oleh masing-masing daerah dan pemindahan guru
PNS antar sekolah di dalam kabupaten/kota yang sama, antar kabupaten kota
dan antar provinsi.?

Bila mengacu pada latar belakang dibuatnya peraturan bersama lima
menteri tersebut artinya ada persoalan di dalam penataan dan pemerataan
tenaga pendidik. Permasalahan penataan tenaga pendidik sebetulnya telah
menjadi isu nasional, secara nasional rata-rata kecukupan pendidik sudah
berlebih, namun di sisi lain kekurangan pendidik masih banyak terjadi di
tingkat sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi ketidak seimbangan
penyebaran guru dalam satuan pendidikan, antar satuan pendidikan, antar
kecamatan, antar kabupaten/kota, dan antar provinsi.” Dengan tidak
seimbanganya pendistribusian guru hal ini cukup membuat kesejangan kualitas
di bidang pendidikan.

Menurut Philip Suprastowo mengemukakan bahwa guru merupakan
salah satu aspek penting dalam menjamin berlangsungnya pembelajaran yang
berkualitas. Sementara banyak sekolah, terutama di daerah-daerah terpencil,

seringkali kesulitan mendapatkan guru yang berkualitas, yakni guru yang

8 Aisy Ilfiyah, Kegagalan Pemerataan Guru Evaluasi Skb 5 Menteri Tahun 2011 Tentang
Penataan dan Pemerataan Guru PNS di Indonesia, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2015),
him. 9.

° Tim Penyusun, Panduan Praktis Penataan dan Pemerataan Guru, (Jakarta: USAID
Prioritas, 2015), him. 1.



memiliki kemampuan dan keterampilan memberikan yang terbaik dan
menyenangkan peserta didik dalam pembelajarannya.™®

Hal tersebut diperkuat oleh Anis Baswedan bahwa Pendidikan di
Indonesia masih mengalami keadaan yang problematik. Distribusi guru yang
masih belum merata, di samping kualitasnya yang masih rendah. Sebanyak
21% sekolah di perkotaan, 37% sekolah di pedesaan, dan 66% sekolah di
daerah terpencil masih kekurangan guru. Padahal, jumlah guru tersedia banyak
di Indonesia.™*

Menurut Fransisca Nur’aini Krisna dampak dari ketidakmerataan
distribusi guru PNS di daerah mengakibatkan banyak sekolah-sekolah yang
kekurangan tenaga pendidik berkualitas. Hal ini juga menyebabkan siswa di
daerah-daerah terpencil tidak dapat menikmati layanan pendidikan berkualitas
diakibatkan kurangnya guru berkualitas. Selain itu ketidakmerataan guru juga
akan berdampak pada karir‘guru,“karena’'akan*muncul“permasalahan terhadap
pemenuhan beban jam mengajar guru yang nantinya dapat mempengaruhi
sertifikasi dan kenaikan pangkat.2

Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah
adalah memenuhi kebutuhan tenaga pendidik PNS oleh setiap satuan

pendidikan. Guru sebagai tenaga pendidik memiliki kedudukan yang strategis,

19 philip Suprastowo, “Kajian Tentang Tingkat Ketidakhadiran Guru Sekolah Dasar Dan
Dampaknya Terhadap Siswa”, dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 19, Nomor 1,
Maret 2013, him 32.

1 http://www.umy.ac.id/anies-baswedan-distribusi-guru-di-indonesia-belum-merata.html
(diakses, 19 februari 2018).

% Fransisca Nur’aini Krisna, “Alternatif Kebijakan Permasalahan Ketidakmerataan
Penyebaran Guru,” dalam Jurnal Analis Kebijakan Vol. 1 No. 2 Tahun 2017.



http://www.umy.ac.id/anies-baswedan-distribusi-guru-di-indonesia-belum-merata.html

keberadaan guru merupakan salah satu kebutuhan untuk menyelenggarakan
system pendidikan nasional yang lebih baik dan profesional.

Dalam era desentralisasi, tanggung jawab pengangkatan guru menjadi
urusan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat berwenang
menetapkan kuota jumlah guru PNS. Kuota untuk guru PNS di semua
tingkatan terus meningkat dan menyebabkan terus meningkatnya jumlah guru,
terutama di tingkat sekolah dasar. Untuk sebagiannya, peningkatan ini
disebabkan oleh perubahan status guru honorer menjadi guru PNS. Logikanya,
hal ini akan menyebabkan menurunnya jumlah guru non-PNS. Namun,
kenyataannya di sekolah-sekolah di daerah pedesaan dan terpencil masih
banyak ditemukan guru yang berstatus honorer, baik yang dibayar oleh
pemerintah daerah, maupun oleh sekolah sendiri. =

Hal tersebut diperkuat oleh peraturan bersama menteri pendidikan
nasional nomor 05/X/PB/2011)"menteri‘negara ‘pendayagunaan aparatur negara
dan reformasi birokrasi nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, menteri dalam
negeri nomor 48 tahun 2011, menteri keuangan nomor 158/pmk.01/2011, dan
menteri agama nomor 11 tahun 2011 tentang penataan dan pemerataan guru
pegawai negeri.'* bahwa pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS di
daerah menjadi tanggung jawab dari bupati/walikota hal ini sesuai pasal 4 ayat
(2) peraturan bersama lima menteri tentang penataan dan pemerataan guru

PNS. Ruang lingkup guru PNS yang dimaksud dalam peraturan bersama ini

3 Tim Penyusun, Tata Kelola Distribusi Guru Secara Proporsional, (Jakarta: USAID-
Kinerja, 2014), him 10.

Y Siswantari, “Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Bersama Lima Menteri Tentang
Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil,” dalam jurnal Pendidikan dan Kebudayaan,
Vol. 19, Nomor 3, September 2013 Sipil him 422.



adalah guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling
pada tingkat pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah
pertama dan sekolah menengah atas dan semua satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah.*

Merujuk pada peratutan bersama lima menteri di atas, pemerintah
daerah Kabupaten Purbalingga dalam hal ini adalah Kementerian Agama pun
mumpunyai tanggung jawab dalam melakukan penataan dan pemerataan guru
atau tenaga pendidik, agar penataan dan pemerataan tenaga pendidik di
Kabupaten Purbalingga berjalan dengan sebagaimana mestinya. Termasuk di
dalamnya melakukan pentataan dan pemerataan tenaga pendidik pada satuan
pendidikan di jenjang MI.%® Supaya tujuan pendidikan nasional dapat tercapai
dengan baik.

Selain itu penataan dan pemerataan tenaga pendidik PNS pada jenjang
MI menempati posisi yang‘sangat vitaly ' meaurut’Rima-Trianingsih anak pada
usia 7 - 11 tahun sedang mengalami fase perkembangan yang penting yaitu
perkembangan kognitif, perkembangan psikososial, dan perkembangan moral.

7 Maka pada jenjang MI sangat diperlukan tenaga pendidik yang berkualitas

Tria Tri Wahyuni, “Implementasi Peraturan Bersama Lima Menteri Tentang Penataan
dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Blitar,” hlm. 2.

16 Secara harharfiah madrasah bisa diartikan dengan sekolah, karena secara teknis
keduanya memiliki kesamaan, yaitu sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar secara
formal baik ditingkat dasar (SD/MI), (SMP/MTS), (SMA/MA). Lihat Imam Macali dan
Arahidayat, Managemen: Teori dan Praktek Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia, him.
165.

" Pertama, Menurut Piaget Dalam Rima Trianingsih Pada Tahap Perkembangan
Kognitif, Anak Sudah Dapat Melakukan Penalaran Secara Logis Untuk Hal-Hal Yang Bersifat
Konkret, Sedangkan Untuk Hal-Hal Yang Bersifat Abstrak Masih Belum Mampu. Kedua, Pada
Tahap Perkembangan Psikososial Dalam Teori Erikson Dalam Rima Trianingsih Memberikan
Pandangan Bahwa Manusia Dalam Perkembangan Psikososialnya Mengalami Perubahan-
Perubahan Sepanjang Hidupnya. Ketiga, Tahap Perkembangan Moral, Pengertian Tentang Konsep



seperti tenaga pendidik PNS, untuk dapat mengarahkan supaya fase
pemkembangan tersebut dapat berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis di
lingkungan Kementrian Agama Kabupatan Purbalingga dapat diketahui bahwa
jumlah tenaga pendidik PNS ditingkat MI sebanyak 588, untuk lebih jelasnya

penulis jabarkan dalam tabel berikut dibawabh ini

Tabel. 1
Data Tenaga Pendidik PNS di Kabupaten Purbalingga Tingkat MI."®
No Kecamatan Jumlah Tenaga Pendidik PNS
1 | Bobotsari 28
2 | Bojongsari 25
3 | Bukateja 71
4 | Kaligondang 36
5 | Kalimanah 27
6 | Karanganyar 37
7 | Karangjambu 30
8 | Karangmoncol 62
9 | Karangreja 8
10 | Kejobong 28
11 | Kemangkon 42
12 | Kertanegara 31
13 | Kutasari 38
14 | Mrebet 16
15 | Padamara 9
16 | Pengadegan 36
17 | Purbalingga 19
18 | Rembang 45
Total 588

Perkembangan Moral Tersebut Menjelaskan Bahwa Seseorang Dapat Dikatakan Memiliki Moral
Yang Baik Atau Buruk Sangat Erat Kaitannya Dengan Norma Dan Nilai Yang Ada di
Lingkungan Sosialnya. Ukuran Moralitas menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan
perkembangan anak. Anak sejatinya adalah makhluk yang murni. Lihat Rima Triwahyuni,
“Pengantar Praktik Mendidik Anak Usia Sekolah” dalam jurnal Al-Ibtida, no.2, vol, 3, him. 199-
202.

18 Disadur Dari Dokumen Kasi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten
Purbalingga pada tanggal 29 Januari 2018.



Berdasarkan data di atas penyebaran tenaga pendidik PNS tingkat Ml di
Kabupaten Purbalingga sangan variatif, yang terbanayak yaitu di Kecamatan
Bukateja dengan jumlah 71 tenaga pendidik PNS, dan yang terkecil di
kecamatan Karangreja dengan jumlah 8 tenaga pendidik PNS.

Selanjutnaya akan penulis paparkan mengenai data jumlah MI
(Madrasah Ibtidaiyah) di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten
Purbalingga, untuk lebih memudahkan dalam menganalisa keadaan MI

(Madrasah Ibtidaiyah) di Kabupaten Purbalingga. Untuk lebih jelasnya penulis

sajikan dalam bentuk tabel seperti berikut:

Tabel. 2
Jumlah M1 di kabupaten Purbalingga.®
No Kecamatan Jumlah Ml
Negeri Swasta
1 | Bobotsari 7
2 | Bojongsari 9
3 | Bukateja 1 15
4 | Kaligondang 13
5 | Kalimanah 10
6 | Karanganyar 13
7 | Karangjambu 1 7
8 | Karangmoncol 15
9 | Karangreja 4
10 | Kejobong 12
11 | Kemangkon 19
12 | Kertanegara 1 4
13 | Kutasari 12
14 | Mrebet 5
15 | Padamara 4
16 | Pengadegan 9
17 | Purbalingga 5
18 | Rembang 16
3 179
Total 182

19 Disadur Dari Dokumen Kasi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten

Purbalingga pada tanggal 29 Januari 2018.
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Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah MI negeri di
lingkungan Kabuapatan Purbalingga ada 3, dan jumlah MI swasta sebanyak
179, dengan demikian jumlah MI baik negeri maupun swasta di lingkungan
Kabupaten Purbalingga sebanayk 182.

Berangkat dari latar belakang di atas dengan demikian, maka jelas
bahwa manajemen penataan tenaga pendidik sangat besar pengaruhnya
terhadap kualitas pendidikan, maka penulis tertarik untuk meneliti
“Manajemen Penataan Tenaga Pendidik PNS di Lingkungan Kementerian

Agama Kabupaten Purbalingga.”

. Definisi Operasional
Beberapa konsep kunci dalam rumusan masalah yang perlu mendapat
penjelasan secara operasional agar memiliki gambaran nyata tentang wujud
konsep tersebut dalam tataran-praktis‘penelitianini‘adalah sebagai berikut:
1. Manajemen
Manajemen yang dimaksud di sini adalah manajemen sumberdaya
menusia, menurut Schuler yang dikutip oleh Priyono dan Marnis
mendefinisikan mengenai pengertian manajemen sumberdaya manusia
atau MSDM merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja
organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam
memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi, dan penggunaan

beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa SDM tersebut
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digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi
dan masyarakat.?
2. Penataan Tenaga Pendidik

Penataan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses,
cara, perbuatan menata, pengatran, penyusunan.? Selain itu di dalam
peraturan bersama lima menteri yaitu menteri pendidikan nasional,
menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi,
menteri dalam negeri, menteri keuangan, dan menteri agama
mengemukakan bahwa penataan tenaga pendidik PNS adalah proses
menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi
sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.?? Dalam
konteks penelitian ini adalah penataan tenaga pendidik PNS di lingkungan
kemenag Purbalingga pada jenjang madrasah ibtidaiyah (Ml).

3. Kemenag Purbalingga

Kementerian Agama adalah kementerian yang bertugas
menyelenggarakan  pemerintahan dalam bidang agama. Usulan
pembentukan Kementerian Agama pertama kali disampaikan oleh Mr.
Muhammad Yamin dalam Rapat Besar (Sidang) Badan Penyelidik Usaha
— Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 11 Juli
1945. Dalam rapat tersebut Mr. Muhammad Yamin mengusulkan perlu

diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu yang berhubungan dengan

“priyono dan Marnis, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Sidoarjo: Zifatama Publisher,
2008), him. 3.

2! Tim Penyusun, Pusat Kamus, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (PT. Balai Pustaka,
Jakarta, 2007), him. 561.

22 Petunjuk Teknis Peraturan Bersama Lima Menteri, him. 5.
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agama yang lokasinya berada di Jalan May Jend. Panjaitan No. 115 A,
Purbalingga Lor, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah
53311.% Adapun penulis melakukan penelitian yang berkaitan dengan
manajemen penataan tenaga pendidik di lingkungan Kementerian Agama

Kabupaten Purbalingga.

C. Rumusan Masalah
Berangkat dari latar belakang masalah di atas maka penelitian ini
difokuskan pada manajemen penataan tenaga pendidik PNS madrasah
ibtidaiyah (MI) di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Manajemen
Penataan Tenaga Pendidik PNS Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Lingkungan

Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Dari konteks penelitian yang sudah penulis paparkan, maka
penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan manajemen
penataan tenaga pendidik PNS madrasah ibtidaiyah (MI) negeri dan
swasta di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga.
2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

%% https://kemenag.go.id/home/artikel/42956 (diakses 21-02-2018).
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a. Manfaat secara teoritis
1) Menambah kontribusi wacana dan menambah wawasan keilmuan
tentang manajemen penetaan tenaga pendidik.
2) Memberi informasi tentang manajemen penataan tenaga pendidik di
lingkunan Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga.
b. Manfaat secara praktis
1) Mengetahui bagaimana pelaksanaan manajemen penataan tenaga
pendidik di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga.
2) Dapat dijadikan dasar perumusan kebijakan kemenag purbalingga,
tentang hal yang berkaitan dengan manajemen penataan tenaga

pendidik.

E. Kajian Pustaka

Tidak meratanya‘distribusi ‘tenaga“pendidik-akan berpengaruh pada
kualitas pendidikan. proses pendidikan tidak akan berjalan dengan maksimal
jika sekolah mengalami kesenjangan dalam penataan dan pemerataan tenaga
pendidik PNS, tentu hal akan berimbas pada kesenjangan kualitas pendidikan,
untuk itulah maka diperlukan manajemen penataan tenaga pendidik.

Berkenaan dengan penataan tenaga pendidik, sebelumnya terdapat
beberapa penelitian yang pernah dilakukan. seperti penelitian yang dilakukan
oleh Wiwik Wijayanti dan Mada Sutapa Penelitian ini dilaksanakan di Dinas
Pendidikan ~ kabupaten  Purbalingga  bertujuan  menganalisis  dan

mendeskripsikan kecukupan guru yang meliputi; 1) guru kelas SD, guru mata
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pelajaran SD (pendidikan jasmani dan PAI), dan 2) guru SMP. Pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, termasuk jenis
penelitian analisis data sekunder (ADS). Data diperoleh dari SIMPK-
DAPODIK, kemudian dianalisis dengan menggunakan software yang
dikembangkan USAID PRIORITAS berupa pivottable dan pivotchart. Hasil
penelitian ini menunjukkan kekurangan guru kelas PNS sebanyak 892 guru,
sementara itu masih kekurangan guru PNS PAI sebanyak 176 guru dan guru
penjas masih kurang 26 guru. Sedangkan kecukupan guru mata pelajaran (10
mapel) di SMP masih kekurangan 282 guru PNS. Namun jika dengan guru
mobail maka kekurangan tersebut menjadi 184 orang guru. Jika ditinjau
berdasarkan usia guru maka dapat diketahui total guru SD yang akan pensiun
dalam 10 tahun yang akan datang sebanyak1530 guru (43%). Guru SMP yang
akan pensiun dalam 10 tahun yang akan datang sejumlah 222 guru.?

Adapun persamaan*-penehitian-tsebelumnya: ‘dengan penelitian yang
penulis lakukan yaitu pertama, sama-sama meneliti tenaga pendidik atau guru
PNS, kedua, lokasinya di kabupaten purbalingga, ketiga, membahas penataan
dan pemerataan tenaga pendidik PNS. Selain itu perbedaan penelitian
sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukukan pertama, lokasinya
berada di dinas pendidikan kabupaten Purbalingga Sedangkan penulis
melakukan penelitian di kemenag Purbalingga, kedua, tenaga pendidik PNS

yang diteliti pada lembaga pendidikan tingkat SD dan SMP, sedangkan penulis

% Wiwik Wijayanti dan Mada Sutapa, “Penataan Dan Pemerataan Guru : Analisis

Kebutuhan, Ketersediaan, Dan Kecukupan Guru Di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah,” dalam
jurnal Teknodika, Volume 13, Nomor 1, Maret 2015, him. 85.



15

meneliti tenaga pendidik PNS di tingkat MI, ketiga dengan menggunakan
metode kuantitatif, sedangkan penulis dengan menggunakan metode kualitatif.

Penelitian selanjutnya adalah yang dilakukan oleh Agus Maramba
Meha dan Bambang Ismanto yang dilakukan di Sumba Timur dengan
menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian yaitu bahwa
kebijakan penataan serta pemerataan guru PNS melalui SKB 5 Menteri,
merupakan salah satu kebijakan desentralisasi pendidikan dimana pemerintah
daerah diberikan kewenangan dalam mengatur segala kebutuhan guru di
wilayahnya. Temuan penelitian ini adalah implementasi kebijakan penempatan
guru di Kabupaten Sumba Timur belum terlaksana dengan baik, dimana masih
terdapatnya sekolah-sekolah yang kekurangan guru dalam jumlah yang besar.
Selain itu, 86% guru PNS sekolah dasar di Kabupaten Sumba Timur belum
memenuhi standar minimal kualifikasi akademik yaitu DIV atau S1. Hal ini
merupakan dampak secara‘langsung-maupun tidak'langsung yang dipengaruhi
oleh empat variable, yaitu komunikasi, sumber daya, kecendrungan/sikap, dan
struktur birokrasi.”®

Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang
penulis lakukan yaitu pertama, sama-sama meneliti tenaga pendidik PNS,
kedua, membahas penataan dan pemerataan tenaga pendidik PNS, ketiga,
memakai metode kualitatif. Selain itu perbedaan penelitian sebelumnya dengan
penelitian yang penulis lakukukan pertama, lokasinya berada di Sumba Timur,

sedangkan penulis mengambil lokasi penelitian di kemenag Purbalingga,

» Agus Maramba Meha dan Bambang Ismanto, “Implementasi Kebijakan Pemerintah
Daerah dalam Penempatan Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Sumba Timur,” dalam Jurnal
Kelola, Magister Manajemen Pendidikan UKSW, Volume 1, Juni — Desember 2013, him. 46-58.
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kedua, tenaga pendidik PNS yang diteliti pada lembaga pendidikan umun
tingkat SD, sedangkam penulis meneliti di lembaga pendidikan Islam di tingkat
MI.

Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Kuniawati yang
dilakukan di MI sambas purbalingga, dengan memakai metode penelitian
kualitatif, hasil penelitian ini yaitu bahwa bentuk manajemen sumberdaya
manusia yang berkaitan dengan tenaga pendidik, prosesnya dimulai dengan
perencanaan, meliputi evaluasi kebutuhan sumberdaya manusia apakah sudah
berkompetensi atau belum, kurang atau tidak cukup atau belum kemudian
dilanjutkan dengan rekrutmen dan seleksi yang terdiri dari enam tahap
pelaksanaanya yang terhitung sampai dua tahun sesuai dengan prosedur dan
kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga. Adapun manajemen SDM yang
dilakukan di MI sambas purbalingga sudah efektif?°

Adapun persamaan*-penehitian-tsebelumnya: ‘dengan penelitian yang
penulis lakukan yaitu pertama, penelitian di lakukan pada tingkat MI, kedua,
lokasi di kabupaten Purbalingga, ketiga, memakai metode kualitatif. Selain itu
perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukukan
penelitian sebelumnya memfokuskan pada manajemen SDM di MI, sedangkan
yang penulis pada manajemen penataan tenaga pendidik PNS Kemenag.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Tia Tri Wahyuni dengan
hasil penelitian yaitu bahwa tujuan penelitian ini adalah menggambarkan

kebijakan Penataan dan pemerataan guru PNS di Blitar. Hasil penelitian ini

%6 Kurniawati, “Manajemen Sumberdaya Manusia di MI Istigomah Sambas Purbalingga,”
(Purwokerto: Perpustakaan IAIN Purwokerto, 2014) sekripsi, him. 110.
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menunjukkan bahwa salah satu kewenangan daerah adalah pengelolaan
kesetaraan dalam pendidikan termasuk kualitas guru PNS. Dimana
implementasi penataan dan pemerataan guru di Blitar belum berjalan efektif.
Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya komunikasi antara lembaga pelaksana
mulai dari proses penyiapan dan pemerataan guru PNS di SD dan SMP yang
belum sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.?’

Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang
penulis lakukan yaitu pertama, sama-sama meneliti tantang penataan dan
pemerataan tenaga pendidik PNS, kedua, memakai metode penelitian kualitatif.
Selain itu perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis
lakukukan pertama, penelitian sebelumnya memfokuskan pada tenaga pendidik
PNS di SD dan SMP, sedangkan yang penulis teliti tenaga pendidik pada
tingkat MI, kedua, lokasi berada di Blitar, sedangkan penulis meneliti di
kabupaten Purbalingga.

Adapun penelitian yang penulis lakukan bukan pengulangan dari
penelitian-penelitian sebelumnya, sebab penelitian tersebut berkenaan dengan
manajemen penataan dan pemerataan tenaga pendidik di MI negeri maupun
swasta yang mengalami kesenjangan jumlah, selanjutnya MI tersebut sama-

sama di bawah naungan Kemenag Purbalingga.

2" Tia Tri Wahyuni, Wahyuni, Tia Tri, “Implementasi Peraturan Bersama Lima Menteri
Tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Blitar,” dalam Jurnal
Kebijakan dan Manajemen Publik UNAIR Surabaya, Volume 2, Nomor 1, Januari 2014, him. 1-8
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F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memberikan gambaran dari susunan skripsi ini, perlu di
kemukakan tentang sistematika pembahasan yang menunjukkan bab per bab,
sehingga akan dapat terlihat tentang rangkaian skripsi ini secara sistematis di
dalam pembahasannya.

BAB pertama berisi, pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan
sistematika pembahasan.

BAB kedua berisi tentang kajian pustaka (manajemen penataan tenaga
pendidik), yang terdiri dari tiga sub bab, pertama berisi konsep manajemen
manajemen sumber daya manusia, kedua konsep tenaga pendidik, ketiga
penataan tenaga pendidik.

BAB ketiga berisi, metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian
dan lokasi penelitian, Subjek-dan-Objek*Penelitian} teknik pengumpulan data
dan tekhnik analisis data.

BAB keempat berisi, Pembahasan hasil penelitian dan pembahasan
penulis mengenai analisis data dalam melakukan penelitian. Berisi tentang
paparan peneliti mengenai manajemen penataan tenaga pendidik di kemenag
Purbalinga.

BAB kelima berisi penutup dari penelitian ini yang berisi tentang

kesimpulan, saran dan penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan, penelitian ini
menunjukan bahwa manajemen penataan tenaga pendidik PNS pada MI negeri
dan sawasta di Kemenag Purbalingga melalui tiga langkah yaitu:

Pertama, mekanisme pelaksaan. Di dalamya terdapat tahap
perencanaan kebutuhan tenaga pendidik pada tingkaat satuan pendidikan baik
negeri maupun swasta. Hasil dari perencanaan tersebut dilaporkan pada
pengawas madrasah kecamatan dan selanjutnya dilaporkan pada Kemenag
Purbalinnga untuk ditindak lanjuti.

Kedua, pemantauan dan evaluasi. Dalam prosesnya ada tiga tahap yang
harus dievaluasi yaitu: ¥)ppada tahapyperencanaanrpenataan dan pemerataan
tanaga pendidik PNS. 2) pada tahap pelaksanaan penataan dan pemerataan
tenaga pendidik PNS. 3) pada kegitan penataan dan pemerataan tenaga
pendidik. Adapaun yang melakukan adalah pengawas madrasah kecamatan.

Ketiga, pembinaan dan pengawasan, tahap tersebut proses adalah
kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan penataan dan
pemerataan guru PNS terlaksana dengan baik. Adapun yang memfasilitasi

adalah Kemenag Purbalingga.

78
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B. Saran-saran
Selanjutnya saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini diantaranya
adalah:

1. Perlu dikeluarkannya Peraturan Bupati Purbalingga yang mengatur
mekanisme penataan dan pemerataan guru PNS sebagai pendamping
Peraturan Bersama Lima Menteri.

2. Pada tahap mekanisme pelaksaan, perlu adanya penghitung kembali
kebutuhan tenaga pendidik MI negeri dan swasta yang mengalami
kesenjangan jumlah tenaga pendidik. Selanjutnya dengan mengadakan
rekruitmen tenaga pendidik PNS pada tingkat daerah.

3. Dalam pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan perlu
mengefektifkan komunikasi antar pelaksana kebijakan, seperti satuan
pendidikan, pengawas madrasahjkecamatan,dantain-tain, sehingga tenaga
pendidik yang ditempatkan benar-benar sesuai kebutuhan dan terkontrol
pelaksanaan tugasnya di sekolah.

4. Adanya konsisitensi oleh setiap pelaksana kebijakan penataan dan
pemerataan tenaga pendidik PNS agar tujuan dari kebijakan dapat tercapai

dan terjadi pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten.

C. Penutup
Puji syukur kepeda Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan

kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis
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mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang
telah membantu dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak
kekurangan dan jauh dari sempurna hal ini dikarenakan keterbatasan
pengetahuan dan kemampuan penulis semata. Oleh karena itu, kritik dan saran

yang bersifat membangaun sangat penulis harapkan.
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